1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan
penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Tabel 1.1 Perkembangan IPH di Kabupaten Batu Bara di Triwulan IT 2025 PERUBAHAN
HARGA KOMODITAS ANDIL PERUBAHAN HARGA STATUS

Apr M2 2,33 Cabai Merah, Bawang Merah, Jeruk Naik

Apr M3 2,87 Cabai Merah, Bawang Merah, Minyak Goreng Naik
Apr M4 2,92 Cabai Merah, Bawang Merah, Minyak Goreng Naik
Mei M1 -2,57 Cabai Merah, Daging Ayam Ras, Bawang Merah Turun
Mei M3 -3,47 Cabai Merah, Daging Ayam Ras, Bawang Merah Turun
Mei M4 -4,13 Cabai Merah, Daging Ayam Ras, Bawang Merah Turun
Mei M5 -4,41 Cabai Merah, Daging Ayam Ras, Bawang Merah Turun
Jun M1 -1,96 Cabai Merah, Bawang Merah, Susu Bubuk Turun

Jun M2 -1,7 Cabai Merah, Bawang Merah, Susu Bubuk Turun

Jun M3 -1,77 Cabai Merah, Bawang Merah, Susu Bubuk Turun

Jun M4 -1,82 Cabai Merah, Susu Bubuk, Bawang Putih Turun

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

komoditas yang mempunyai andil terhadap fluktuasi harga adalah cabai merah dan bawang
merah, terkait cabai merah kenaikan terjadi di awal tahun 2025 disebabkan Kabupaten Batu
Bara belum memasuki masan panen raya cabai merah dan itu kemungkinan terjadi pada bulan
April dan itu dapat terlihat pada nilai IPH menejelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H komoditas
yang mempunyai andil terhadap penurunan nila IPH adalah cabai merah, dan terkait bawang
merah Kabupaten Batu Bara memang masih tergantung kepada daerah lain sebab Kabupaten
Batu Bara bukan daerah penghasil bawang merah.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kebijakan masih mengacu pada roadmap 2022-2024

PROGRAM TIMELINE TARGET
STRATEGIS PROGRAM KERJA PIC

K 2022 2023 2024



Keterjangkauan
Harga

Ketersediaan
Pasokan

Kelancaran
Distribusi

Stabilisasi Harga

Mengelola Permintaan

program Produksi
Domestik

Penguatan Cadangan
Pangan Pemerintah

Penguatan KAD

Peningkatan Stabilitas Harga dan Stok Bahan Pokok,

melalui

Operasi Pasar/ Pasar
Murah

Sidak pasar,
monitoring harga dan
pasokan

Terlaksananya pasar murah/
operasi pasar pada HBKN
ataupun saat terjadi lonjakan
harga bahan pokok

Terlaksananya sidak pasar,

monitoring harga dan pasokan

pada HBKN ataupun saat
terjadi lonjakan harga bahan
pokok

Menjaga Keseimbangan Internal Perekonomian,

melalui

Gerakan Gemar Makan
Tkan

Diversifikasi Pangan

Terlaksananya kegiatan
edukasi kepada masyarakat,
pembagian paket ikan segar /
ikan mentah dan olahan ikan
kepada balita, anak stunting
dan ibu hamil di 3 desa lokus
stunting

Terlaksananya lomba tingkat
Kabupaten, pelatihan
diversifikasi pangan

Pengembangan Sentra Produksi untuk Komoditas,
Perioritas (yang mengarah kepada penggunaan

teknologi dan IOT)

Tanaman Pangan :
Padi

Hortikultura : Cabai
Merah, Bawang merah
Peternakan : Sapi,
Kambing / domba

Perikanan Tangkap
dan Budidaya

Perkebunan : Sawit

Pengelolaan lumbung
pangan daerah

Penguatan / Perluasan
Kejasama Antar
Daerah (KAD)

Terlaksananya target LTT

Pengembangan Kampung
Holtikultura

Terlaksanya peremajaan sawit
seluas -+ 2000 Ha

Terlaksananya Pembinaan dan

Pengelolaan Lumbung Pangan
Daerah yang Baik

Dinas Pertanian dan
Perkebunan, Dinas Perikanan
dan Peternakan, Diskominfo,
Dinas Ketenagakerjaan
Perindustrian dan
Perdagangan, Dinas KUKM,
Dinas Kesehatan PP dan KB,
Badan Perencanaan
Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah, Setda,
BI, Bulog

Dinas Perikanan dan
Peternakan, Diskominfo

Dinas Perikanan dan
Peternakan, Dinas Pertanian
dan Perkebunan, Dinas
KUKM, Dinas
Ketenagakerjaan
Perindustrian dan
Perdagangan, Diskomnfo

Dinas Pertanian dan
Perkebunan, Dinas Perikanan
dan Peternakan, Diskominfo,
Dinas PUPR, Dishub, Dinas
Ketenagakerjaan, Perindag,
Dinas KUKM, Setda, Badan
Perencanaan Pembangunan
dan Penelitian Pengembangan
Daerah, BI

Dinas Pertanian dan
Perkebunan, Bulog

Dinas Pertanian dan
Perkebunan, Dinas Perikanan
dan Peternakan, Diskominfo,
Dinas PUPR, Dishub, Dinas

Terlaksananya minimal 1 MoU Ketenagakerjaan, Perindag,

/ PKS

Dinas KUKM, Setda, Dinas
Kesehatan, Badan
Perencanaan Pembangunan
dan Penelitian Pengembangan
Daerah, BI, Bulog



Dinas Ketenagakerjaan,
Pembinaan / Terlaksananya Pembinaan dan Perindustrian dan
Pengelolaan Pasar Pengelolaan Pasar yang Baik Perdagangan, Dishub, Satpol
PP

Dinas Pertanian dan
perkebunan, Dinas Perikanan

Peningkatan . .
Infrastruktur da}n Peternakar}, Diskominfo,
Perdagangan Penguatan UMKM Terlaksananya Pelatihan, Dinas PUPR (Dlnas
yang mengarah pada Sosialisasi. Pembinaan Ketenagakerjaan,
implementasi, Pendam iﬁ an UMKMI Perindustrian dan
Kelancaran digitalisasi, UMKM ping Perdagangan, Dinas KUKM,
Distribusi Dinas Kesehatan, PP dan KB,
DPMPTSP, Bappelitbangda,
Setda, BI, Bulog
Inventarisasi dan Terlaksananya Inventarisasi
perbaikan fasilitas dan Perbaikan Fasilitas Dinas PUPR, Dishub
sarana dan prasarana Sarana dan Prasarana
Kelancaran Distribusi  transportasi darat Transportasi Darat
Bahan Pokok . ... Terlaksananya Pengamanan
Pengamanan distribusi A
dan kelancaran distribusi .
bahan pokok atau bah Kok . Dishub, Satpol PP
strategis lainnya ahan poko atau strategis
lainnya khusunya saat HBKN
Dinas Pertanian dan
Penyediaan data, Tersedianva data harga dan perkebunan, Dinas Perikanan
Komunikasi Memperbaiki kualitas monitoring harga dan ya ga dan Peternakan , Dinas
. . stok komoditas strategis .
Efektif data stok komoditas hari Ketenagakerjaan,
: arian . )
strategis Perindustrian dan
Perdagangan
Terlaksananya Rapat
Pelaksanaan Rapat, Koordinasi Pengendalian
- Koordinas, Inflasi sebanyak 4 (empat) kali
R Koordinasi Pusat, . .
Komunikasi Provinsi dan Pengendalian Inflasi, setahun dengan TPID Setda. BI
Efektif Kabupaten baik dengan TPID Kabupaten, 2 (dua) kali !
P Kabupaten, TPID setahun dengan TPID Provsu
Provinsi maupun TPIP dan sekali setahun dengan
TPIP

. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian harga dan ketersediaan bahan pokok untuk mengantisipasi
kenaikan harga yang signifikan di Kabupaten Batu Bara akan terus dilakukan secara
berkelanjutan, serta terus berkoordinasi dengan instansi terkait sehingga dapat menimbulkan
inovasi yang bisa berdampak terhadap pengendalian harga dan juga peningkatan hasil bidang
pertanian,bidang perikanan serta bidang peternakan sehingga diharapkan bisa menutupi
kebutuhan di dalam daerah, TPID Kabupaten Batu Bara melalui OPD teknis akan melakukan
kegiatan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Batu Bara khususnya
dengan langkah sebagai berikut : 1) Akan membuat Warung Ekonomis di Kantor Desa yang
ada di Wilayah Kabupaten Batu Bara guna membuat pangan murah yang bertujuan
mengurangi disparitas harga bahan pangan antar daerah di Kabupaten Batu Bara.

2) Akan menyusun roadmap TPID Kabupaten Batu Bara tahun 2025-2027 yang bertujuan
sebagai acuan dalam pengendalian harga, sehingga daya beli masyarakat dapat terjaga.

3) Akan terus mengikuti rapat koordinasi terkait pengendalian inflasi baik yang
diselenggarakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan lembaga terkait seperti Bank
Indonesia,serta akan melaksanakan HLM (High Level Meeting) dilingkungan TPID Kabupaten
Batu Bara guna terciptanya kebijakan yang bisa mengendalikan kestabilan harga di Kabupaten
Batu Bara.

4) Akan terus melakukan pasar murah dan pangan murah agar dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat yang ada di Wilayah Kabupaten Batu Bara dengan bekerjasama Bulog Kisaran dan



Bank Indonesia Perwakilan Pematang Siantar.

5) Akan melakukan pembinaan/sosialisasi dengan PKK Kabupaten Batu Bara dalam
pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong dengan tanaman sayuran.

6) Serta merealisasikan anggaran Kabupaten Batu Bara baik untuk alat pertanian, peternakan
dan yang mendukung terciptanya peningkatan produkdi baik petani maupun nelayan serta
peternak.

7) Optimalisasi Rumah Produksi Bersama guna dapat memenuhi kebutuhan untuk produksi
olahan cabai merah yang bertujuan untuk ketergantungan cabai segar di kalangan masyarakat
apalagi di masa tanam di Kabupaten Batu Bara.

8) Akan mengoptimalkan Kerjasama Antar Daerah yang sudah terjalin guna memenuhi
kebutuhan bahan pangan di Kabupaten Batu Bara.

. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Diharapkan ada kebijakan perbedaan pelaksanaan GPM dan Pasar Murah sebab yang
mengampu kegiatan tersebut ada 2 opd terkait



